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ABSTRAK 

 
 
 

AYANI DINASTI AZIRA TAHIR, 2024. Implementasi Perhitungan dan 
Pelaporan Pajak Air Tanah Pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare Sebagai 
Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tugas Akhir, Program 
Studi DIII-Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah 
Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bapak Andi Arifwangsa Adiningrat dan 
Pembimbing II Bapak Muhammad Adil. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan dan 
pelaporan Pajak Air Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae serta untuk mengetahui 
kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare. Objek penelitian 
tugas akhir ini adalah ”Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2023-2022”. Data yang 
digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah berupa data yang bersumber 
dari PAM Tirta Karajae yaitu Pajak Air Tanah. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan 
studi dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perhitungan dan 
pelaporan pajak air tanah pada PAM Tirta Karajae sebagai kontribusi terhadap 
pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak air 
bawah tanah sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan 
memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 
2023-2022 dan pajak air bawah tanah juga berperan penting dalam menunjang 
pendapatan asli  daerah yang optimal bagi Kota Parepare, namun terdapat 
kendala dalam perhitungan pajak air bawah tanah yaitu salah penginputan dan 
menyebabkan kesalahan pada hasil pajak yang terutang. Oleh karena itu, untuk 
menghindari kesalahan yang sama dilakukan perhitungan kembali dan pihak 
perusahaan memberikan pelatihan khusus bagi karyawan. 

Kata Kunci : Pajak Daerah, Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah, Pelaporan  
                     Pajak Air Bawah Tanah, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

 

 

AYANI DINASTI AZIRA TAHIR, 2024. Implementation of Calculation and 
Reporting of Groundwater Tax at PAM Tirta Karajae Parepare City as a 
Contribution to Regional Original Income. Final Project, DIII-Taxation Study 
Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of 
Makassar. Supervised by Supervisor I, Mr. Andi Arifwangsa Adiningrat and 
Supervisor II, Mr. Muhammad Adil. 

This study aims to determine the implementation of the calculation and 
reporting of Groundwater Tax and to determine its contribution to the Original 
Regional Income of Parepare City. The object of this final project research is 
"Groundwater Tax 2023-2022". The data used in this final project research is in the 
form of data sourced from PAM Tirta Karajae, namely Groundwater Tax. The 
method used in this study is a qualitative method. The data collection technique 
used is by using interview, observation, documentation, and document study 
methods.  

The results of this study indicate that the implementation of the calculation 
and reporting of groundwater tax at PAM Tirta Karajae as a contribution to original 
regional income shows that the calculation and reporting of groundwater tax is in 
accordance with applicable laws and regulations and provides a good contribution 
to original regional income in 2023-2022 and groundwater tax also plays an 
important role in supporting optimal original regional income for Parepare City, but 
there are obstacles in the calculation of groundwater tax, namely incorrect input 
and causing errors in the tax results owed. Therefore, to avoid the same mistake, 
a recalculation was carried out and the company provided special training for 
employees. 

Keywords: Regional Tax, Groundwater Tax Calculation, Reporting 
Groundwater Tax, Contribution, Local Original Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Seperti yang kita ketahui bersama air merupakan elemen yang 

penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup di bumi ini. Hampir 71% 

bumi ditutupi oleh air namun hanya 2,5% yang merupakan air tawar dan 

sisanya merupakan air laut. Keseimbangan air tanah ditentukan oleh 

formulasi keseimbangan pengisian kembali dan pengambilan air bawah 

tanah. Pajak air bawah tanah adalah salah satu potensi pendapatan yang 

harus dikelola, karena pajak air bawah tanah sangat dibutuhkan di dunia 

industri apapun, sehingga membuat kegiatan pengambilan dan atau 

pemanfaatan air bawah tanah di mana-mana, maka hal tersebut harus 

diterbitkan dan diperhatikan perpajakannya karena merupakan salah satu 

penyumbang pendapatan daerah yang cukup menjanjikan bagi pemerintah 

daerah (Ndiak et al., 2023). 

 Pajak air bawah tanah adalah salah satu jenis pajak daerah, dan 

memiliki potensi besar untuk menghasilkan uang dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah(APBD). Pajak air bawah tanah sebelumnya 

termasuk dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 untuk Pajak 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Namun, setelah 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diberlakukan, nama pajak berubah 

menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah atau 

kabupaten. Pajak air bawah tanah dikenakan pada penggunaan dan 
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pemanfaatan air bawah tanah. Air yang ada di batuan atau lapisan tanah di 

bawah permukaan tanah disebut air tanah(Johannes, Karamoy, & Kalalo, 

n.d.).  

 Menurut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 

tentang pajak air bawah tanah, pajak air bawah tanah adalah pajak atas 

pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Objek Pajak air tanah yaitu 

Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Subjek pajak dan wajib 

pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air bawah tanah. 

 Dasar Pengenaan Pajak meliputi Nilai Perolehanan Air (NPA), nilai 

perolehan air bawah tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor berikut : Jenis sumber air; Lokasi sumber 

air; Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; Volume air yang diambil 

dan/atau dimanfaatkan; Kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan dan 

meliputi, Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sedangkan besarnya 

Nilai Perolehan Air bawah tanah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua 

puluh persen). 

 PAM Tirta Karajae Kota Parepare merupakan Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pengelolaan dan distribusi air bersih bagi 

Masyarakat umum dan merupakan salah satu badan yang memanfaatkan 
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penggunaan air tanah dan berkewajiban atau harus bertanggung atas 

pembayaran Pajak Air Bawah Tanah.  

 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan sebelumnya, ditemukan 

bahwa seringkali terjadi kendala seperti kesalahan pengimputan nilai air 

bawah tanah yang dimanfaatkan oleh PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan 

menyebabkan hasil perhitungan dan pelaporan pajak yang terutang tidak 

akurat. 

 Maka dari itu, implementasi perhitungan dan pemungutan pajak air 

tanah harus sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku agar 

terhindar dari kesulitan dan kerugian dalam perhitungan dan pelaporan 

pajak air bawah tanah. Serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) akan mengalami penurunan disebabkan tidak optimalnya 

penerimaan Pajak Daerah salah satunya yaitu Pajak Air Tanah (PAT).  

 Berkaitan dengan potensi air bawah tanah, yaitu kemampuan sebuah 

daerah untuk menghasilkan pajak air tanah. Dengan mengetahui potensi riil 

pajak air bawah tanah PAM Tirta Karajae diharapkan mampu untuk 

meningkatkan kontribusi terhada Pendapatan Asli Daerah. 

 Berdasarkan Uraian di atas penulis bermaksud melakukan penelitian 

terkait tentang perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah pada PAM 

tirta Karajae Kota Parepare sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah (PAD). 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul rumusan masalah 

yaitu ”Bagaimana Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air 

Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota  Parepare sebagai Kontribusi 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

C. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan “Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak 

Air Bawah Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare sebagai 

Kontribusi terhadap Pendapataan Asli Daerah” 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini 

dapat memberikan manfaat yang ingin dicapai, antara lain : 

1. Manfaat Akademisi 

Manfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan agar dapat menjadi 

bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan wawasan 

yang berhubungan dengan perpajakan terutama dalam hal Pajak Air 

Bawah Tanah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penulisan karya tulis ilmiah ini diharapkan 

dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang 

perpajakan khususnya Pajak Air Bawah Tanah utamanya bagi wajib 
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pajak atau pengusaha kena pajak dalam memahani dan mampu 

untuk dipraktekkan di lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Implementasi 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 

"implementasi" biasanya berarti "pelaksanaan" atau "penerapan", 

dan biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

 Menurut Webster, "mengimplementasikan" berarti 

"menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" atau 

"menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu". Dengan 

demikian, untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai 

dengan sarana yang mendukung. Dapat disimpulkan bahwa 

implementasi merupakan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan 

dampak terhadap sesuatu. 

2. Kontribusi 

Kontribusi dapat didefinisikan sebagai sumbangan dalam bentuk 

uang, tenaga, pemikiran, materi, waktu, atau jenis sumbangan 

lainnya yang diberikan untuk mendukung keberhasilan kegiatan 

yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan bersama(Yustiani & 

Maryama, 2021). Kontribusi juga dapat disebut sebagai sumbangan 

yang dilakukan atau dilakukan untuk membantu menghasilkan 
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sesuatu, mencapai sesuatu bersama, atau mencapai sesuatu dengan 

sukses. 

3. Pajak Daerah 

 Pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah iuran wajib 

kepada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Fitriya, 2023). 

 Merujuk Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), berikut jenis-jenis pajak 

daerah: 

a. Jenis Pajak Provinsi 

Pajak provinsi terdiri dari enam jenis pajak dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

atau Balik Nama 

3) Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBBKB) 

saat pembelian BBm 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah 

5) Pajak Air Permukaan 
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6) Pajak Rokok 

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota 

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak sebagai 

berikut: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 

7) Pajak Parkir 

8) Pajak Air Tanah 

9) Pajak Sarang Burung Walet 

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

4. Penerimaan Asli Daerah (PAD) 

 Otonomi daerah di Indonesia mendorong pemerintah 

daerah untuk memeriksa sumber penerimaan untuk membiayai 

pengeluaran mereka. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk 

mengatur anggaran daerahnya oleh Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Mereka juga diberi otonomi untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan 
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cara yang sesuai dengan perundang-undangan. Pemerintah pusat 

akan menjalankan tugas pemerintah daerah yang otonom(Farina 

Taufik et al., n.d.). 

 Otonomi daerah, yang didefinisikan oleh Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, seperti yang diubah oleh Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan(Wijayanti & 

Zulfa, 2020). 

 PAD adalah uang yang diterima oleh daerah sendiri, yang 

terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah. Salah satu pilihan 

pemerintah daerah untuk mengatasi masalah keuangan daerah 

adalah meningkatkan PAD karena pajak dan retribusi yang tinggi 

akan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah  

diharapkan lebih mampu mengoptimalkan sumber PAD, terutama 

yang berasal dari pajak dan retribusi, untuk memenuhi kebutuhan 

pembiayaan (Fitriani et al., n.d.). 

5. Pajak Air Bawah Tanah 

 Pajak air bawah tanah dikenakan atas pengambilan dan 

pemanfaatan air tanah untuk berbagai tujuan, seperti bisnis, 

perkantoran, dan rumah tangga. Orang pribadi atau badan hukum 

dikenakan pajak(Widyasari et al., 2022). 



10 
 

 
 

 Pajak air tanah sangat dibutuhkan di semua industri, maka 

hal tersebut harus diterbitkan dan diperhatikan karena merupakan 

salah satu penyumbang pendapatan daerah yang menjanjikan bagi 

pemerintah daerah. 

 Dijelaskan dalam Nilai Perolehan dan Kelompok Pengguna 

Air Tanah bahwa komponen peruntukan dan perolehan air tanah 

dibedakan dalam bentuk pengusahaan seperti yang ditunjukkan di 

bawah ini: 

a. Dasar Hukum Pajak Air Bawah Tanah 

1) Adapun dasar hukum pemungutan pajak air bawah 

tanah adalah sebagai berikut : Undang-Udang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang 

mengatur tentang Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

(PPPABTAP) merupakan perubahan atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah (Widyasari, 2022). 

4) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Pajak Air Tanah. 
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b. Objek Pajak Air Bawah Tanah 

          Pajak air tanah dikenakan atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang ada di 

dalam batuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah. 

Harap diingat bahwa pemanfaatan air tanah untuk tujuan 

rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan, dan 

keagamaan, serta untuk tujuan lain yang diatur oleh Perda. 

c. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Air Bawah Tanah 

 Menurut UU HKPD, tarif pajak air tanah paling 

tinggi 20% diatur. Tarif yang berlaku ditetapkan oleh 

peraturan daerah. Nilai perolehan air tanah adalah dasar 

pengenaan PAT. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan harga 

air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku dibuat 

berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber 

daya air tanah. Bobot air tanah dinyatakan dalam koefisien 

yang didasarkan atas faktor-faktor berikut: 

1) Jenis sumber air 

2) Lokasi sumber air 

3) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan  

4) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan 

5) Kualitas air 

6) Tingkat kerusakan lingkugan yang diakibatkan oleh 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 
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d. Penentuan Nilai Perolehan Air 

 Berdasaran Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 

Tahun 2017 (Permen ESDM 20/2017), Nilai Perolehan Air 

(NPA) dihitung dari jumlah volume air dikalikan dengan 

Harga Dasar Air (HDA). HDA diperoleh dari Harga Air 

Baku (HAB) dikalikan dengan Faktor Nilai Air (FNA).  

 HAB ditentukan dari biaya Investasi dan volume 

pengambilan selama umur produksi. HAB umumnya telah 

ditentukan berdasarkan peraturan gubernur. Sebagai contoh, 

HAB yang berlaku di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2021 adalah 

Rp14.853 per m3.  

 FNA ditentukan dari dua komponen. Pertama, bobot 

dari komponen sumber daya alam. Komponen ini ditentukan 

berdasarkan kualitas air tanah dan ketersediaan sumber air 

lain (baik PDAM maupun sumber lain). Komponen ini akan 

diambil sebesar 60% untuk penghitungan FNA(Suartama, 

2023) 

 Komponen kedua adalah peruntukan dan 

pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek 

kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya. 

Komponen ini ditentukan secara progresif berdasarkan tabel 

berikut: 
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1) Kelompok 1, yaitu pemasok air baku, perusahaan air 

minum, industri air minum dalam kemasan, pabrik es 

kristal dan pabrik minuman olahan. 

2) Kelompok 2, yaitu industri tekstil, pabrik kimia, 

industri farmasi dan readymix/pengolahan bubur 

beton. 

3) Kelompok 3, yaitu hotel Bintang 1 dan hotel Bintang 

2, usaha persewaan jasa kantor, apartemen, pabrik es 

skala kecil. 

4) .Kelompok 4, yaitu losmen, pondokan, penginapan, 

rumah sewa, tempat hiburan, restoran, gudang, 

pendingin, pabrik mesin elektronik, dan pencucian 

kendaraan bermotor. 

5) Kelompok 5, yaitu usaha kecil skala rumah tangga, 

hotel non-bintang, rumah makan dan rumah sakit. 

Kelompok pengguna Air Tanah berdasarkan tujuan 

dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan 

pendukung, bantu proses, atau baku utama. 

Pengelompokan pajak air tanah ini bertujuan untuk 

mempermudah pemungut pajak dalam melakukan 

pemungutan pajak tersebut (Hamongan & Putri, n.d). 
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B. Kerangka Konseptual 

 Pajak air tanah adalah salah satu jenis pajak daerah, dan memiliki 

potensi besar untuk menghasilkan uang dalam anggaran pendapatan belanja 

daerah (APBD). Aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 18 

Tahun 1997 untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

sekarang mencakup pajak air tanah. Nama pajak ini berubah menjadi Pajak 

Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah atau kabupaten setelah 

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 berlaku.  

 Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas air tanah yang 

diambil, digunakan, atau dimanfaatkan. Air tanah adalah air yang terdapat 

dalam batuan atau lapisan tanah di bawah permukaan tanah. Kota Parepare 

adalah salah satu kota yang pertumbuhannya terbilang pesat di Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ini ditunjukkan dengan munculnya restoran dan tempat 

wisata seperti monumen untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Ini jelas 

berdampak besar pada pendapatan daerah, terutama dari perspektif pajak 

daerah.  

 Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial 

adalah pajak air tanah, yang terus meningkat setiap tahunnya. Peranan air 

tanah semakin penting karena merupakan sumber air utama untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti air minum, irigasi, rumah 

tangga, pertambangan, kota, berbagai industri, dan lainnya. Pajak air tanah 

adalah bagian pajak daerah yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah 

kota Parepare karena kebutuhan akan air tanah untuk keperluan sehari-hari, 



15 
 

 
 

irigasi, dan penyediaan air bersih telah meningkat. Potensi air tanah adalah 

kemampuan suatu wilayah untuk menerima pajak air tanah  (Johannes, 

Karamoy, Kalalo, et al., n.d.). 

 Sistem pemungutan Pajak Air Tanah didasarkan pada evaluasi resmi 

atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota. Semua 

pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan, pemanfaatan, atau 

pengambilan air tanah harus melaporkan item tersebut kepada pemerintah. 

Hasil pendataan dan inspeksi akan digunakan untuk menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah. Berdasarkan uraian di 

atas maka penulis menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif 

kualitatif yaitu metode yang memfokuskan kepada permasalahan atas dasar 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 2.1 Kerangka Konseptual) 

Peraturan Daerah Kota 

Parepare Nomor 12 Tahun 

2023 tentang Pajak Air Tanah 

Implementasi Perhitungan dan 

Pelaporan Pajak Air Tanah Pada 

PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare 

Kontribusi Atas 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 
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fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, 

dan mempelajari dokumen-dokumen.  

Metode penelitian kualitatif deskriptif ini adalah dengan 

menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Dalam hal ini, penulis menafsirkan dan menjelaskan secara jelas terkait 

dengan data-data yang didapat oleh penulis dari wawancara, observasi, 

dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan secara 

rinci dan jelas. 

Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan 

bagaimana Implementasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air Tanah 

Sebagai Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare tepatnya pada kantor PAM 

Tirta Karajae Kota Parepare. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan 

asumsi dan pengamatan yang  dirasa akan membantu dalam 

penelitian untuk mendapat informasi yang jelas dari kantor yang 

menjadi tempat penelitian. Waktu Penelitian ini selama 2 bulan, 

dimulai pada bulan Juli – September 2024. 

2. Sumber Informan 

Informan pada PAM Tirta Karajae yang akan bertindak sebagai 

subjek pada penelitian ini adalah karyawan sub bagian Umum dan 

Asisten Manajer bagian pengelolaan kas pada PAM Tirta Karajae 
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yang mengetahui secara teknis dan detail tentang perhitungan dan 

pelaporan Pajak Air Tanah. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Medote Observasi 

Observasi yang dilakukan berupa pengumpulan data 

langsung terkait dengan implementasi perhitungan dan 

pelaporan Pajak Air Tanah dengan cara melakukan 

pengamatan langsung terkait aktivitas dilapangan pada PAM 

Tirta Karajae kota Parepare. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara pengambilan data yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan diteliti. 

c. Wawancara 

Peneliti memilih Teknik wawancara yang dilakukan melalui 

tatap muka langsung dan tanya jawab langsung kepada 

Asisten Manajer Sub Bagian Kas dan Karyawan Bagian 

Umum yang merupakan karyawan yang menangani 

perhitungan dan pelaporan pajak air tanah. 

d. Studi Dokumen 

Dokumen yang diperoleh selama penelitian akan dihimpun 

dan dianalisis baik dokumen, tertulus, gambar, maupun 
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ekeltronik yang kemudian dibandingkan dan dipadukan 

membentuk suatu kajian yang sistematis. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data, 

yang kemudian digunakan untuk menemukan pola, hubungan, dan 

informasi penting. Saat pengumpulan data dilakukan analisis 

berulang kali. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kualitatif yang merupakan metode 

yang ditujukan untuk mendapatkan Solusi dari suatu masalah yang 

ada di masyarakat, industri, dan pemerintahan sebagai kelanjutan 

dari riset dasar dan berfokus pada masalah praktis namun dapat 

menghasilkan Solusi yang spesifik. Adapun tahap dari teknik 

analisis data sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah 

hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal yang 

bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar 

dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data 

yang diperoleh. 

b. Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil 

tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain 



19 
 

 
 

berupa teks, naratif, matrik, grafik, maupun bagan. Dalam 

penelitian ini bentuk penyajian data lebih merajuk pada 

penyajian secara deskriptif agar lebih mudah dipahami. 

c. Menarik Kesimpulan 

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara 

rinci agar mudah dipahami oleh pembaca. Data yang 

dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun 

penelitian. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

 Sekitar tahun 1926, penyediaan air minum Kota Parepare pertama 

kali dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Parepare dengan 

status Instansi Water Leideng Afdeling oleh pemerintah Hindia Belanda. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah Swapraja 

(Pemerintah Daerah Parepare) mengambil alih pengelolaan air minum. 

 Dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan air bersih 

membutuhkan perawatan khusus, tugas tersebut kemudian diserahkan 

kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Parepare. Pada saat itu, 

pemerintah kota memiliki dua (dua) sumber air di Soreang yang dapat 

menghasilkan 4 liter per detik. 

 Namun demikian, karena kebutuhan akan air minum menjadi sangat 

mendesak, pada tahun 1972 UNICEF dan Dinas Kesehatan Kota Parepare 

membangun jaringan pipa transmisi dan distribusi sepanjang 5.200 m untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih di Rumah Sakit. Selain itu, Dinas Pekerjaan 

Umum membangun jaringan pipa sepanjang 4.650 m untuk melayani 

masyarakat di daerah yang padat penduduknya. Selain itu, jumlah 

pelanggan baru mencapai 490 sambungan, yang merupakan hanya 6% dari 

populasi Parepare. 

 Sejak sistem penyediaan air minum berpindah dari pemerintah 

Belanda ke pemerintah Swapraja, perusahaan air minum diawasi dan 
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dikelola oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Parepare. Fungsinya melayani 

masyarakat, sehingga tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan 

finansial, tetapi semata-mata untuk memberikan pelayanan air kepada 

masyarakat. 

 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1975, yang ditetapkan pada 

tanggal 23 Mei 1975, mengakhiri fungsi Perusahaan Air Minum Kotamadya 

Dati II Parepare. Peraturan ini disahkan oleh Surat Keputusan Nomor 

562/XI/1975 dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan 

diundang dalam Lembaran Daerah Kotamadya Parepare pada tanggal 13 

Pebruari 1976 Seri C Nomor 1. 

 Meskipun Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Parepare telah 

didirikan secara normatif, bagian administratif dan teknis masih dikelola 

oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang menerima dana dari APBD Kotamadya 

Parepare. Untuk memaksimalkan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum 

sebagai BUMD, Surat Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Parepare 

No. KPTS. 15/Wkp/1980 dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 1980. Pada 

tanggal 15 April 1980, Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Parepare 

menyerahkan semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan 

pengurusan air minum kepada Perusahaan Daerah Air Minum untuk 

dikelola secara teknis dan administratif. 
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B. Struktur Organisasi dan Job Description 

 

(Gambar 3.1 Struktur Organisasi) 

 

1. Tugas Direktur adalah menyusun perencanaan, melakukan 

koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM, 

membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, 

menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, menyusun 

rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (Business plan/ Corporate 

plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas, 

menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan 

PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis 

bisnis (Bussiness plan / corporate plan) kepada Walikota melalui 

Dewan Pengawas dan menyusun serta menyampaikan Laporan 

seluruh kegiatan PDAM. 

2. Manajer Teknik & Operasi dibawah pengawasan Direktur yang 

bertanggung jawab atas pengendalian kebijakan umum di Divisi 

Teknik dan Operasi, merencanakan, mengendalikan dan 
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mengevaluasi kegiatan produksi dan pengolahan, transmisi dan 

distribusi, perencanaan dan pengawasan teknik, pemeliharaan dan 

perbaikan meter, pemeliharaan kualitas air dan laboratorium, 

membentuk tim pengendalian kehilangan air untuk menyusun 

strategi penurunan kehilangan air, pendataan dan tindak lanjut, juga 

menata, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan 

langsung dan juga menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta memberi 

saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan melaksanakan 

tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsungnya. 

3. Manajer Hubungan Langganan  berada dibawah Pengawasan 

Direktur, bertangung jawab atas pengendalian kebijakan umum di 

divisi Hubungan Langganan dengan merencanakan, mengendalikan 

dan mengevaluasi kegiatan layanan dan aduan, kegiatan 

administrasi langganan, kegiatan rekening, kegiatan pelayanan 

mobil tangki serta menata, membina, mengevaluasi kinerja bawahan 

langsung, dan juga menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan 

juga Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan 

langsung. 

4. Manajer Keuangan berada dibawah pengawasan Direktur, 

bertanggung jawab atas Pengendalian kebijakan umum di divisi 
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keuangan, dengan merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi 

kegiatan pembukuan dan akuntansi, kegiatan pengelolaan kas dan 

pajak, kegiatan penagihan perencanaan keuangan dan asset serta 

menata, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan 

langsung serta menjalin koordinasi dengan pejabat terkait dalam 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan juga 

memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan langsung. 

5. Manajer Umum berada dibawah pengawasan Direktur serta 

bertanggung jawab atas pengendalian kebijakan umum di divisi 

umum, merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan 

sumber daya manusia dan rumah tangga, kegiatan gudang, kegiatan 

pembelian dan menata, membina, mengevaluasi dan menilai kinerja 

bawahan langsung serta menjalin koordinasi dengan pejabat terkait 

dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan juga 

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan langsung begitu 

pula melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan 

langsung. 

C. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare 

didapatkan bahwa skema alur perhitungan sampai Pelaporan Pajak Air 

Bawah Tanah adalah sebagai berikut. 
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(Gambar 3.2 Alur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Air 

Bawah Tanah Pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare) 

Berdasarkan alur di atas dapat diketahui bahwa hal pertama yang 

dilakukan pada saat perhitungan dan pelaporan pajak air bawah tanah adalah 

mengukur dan menetapkan volume air yang digunakan berdasarkan 

pembacaan meter air yang kemudian DPP ditetapkan berdasarkan volume 

air yang digunakan serta tarif pajaknya ditentukan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Setelah itu, psjsk air bawah tanah dihitung dengan 

mengalikan DPP dengan tarif pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Selanjutnya adalah terbit SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) yang 

kemudian dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera pada 

SKPD dan pembayaran akan divalidasi oleh pihak yang berwenang dan 

pembayaran akan tervalidasi.  

Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Chaerul Qadri 

M. Nuh, S.E sebagai asisten manajer pengelolaan kas terkait pelaporan 

pajak air bawah tanah yang mengatakan bahwa: 

“Pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) dilakukan setelah mengukur 

penggunaan air atau yang biasa disebut angka awal meter yang 

dilakukan oleh bagian produksi kemudian DPP dan Tarifnya 

disesuaikan dengan aturan pemerintah yang berlaku. Setelah itu 
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dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah yang kemudian dibuatkan 

SKPD”.  

 

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perhitungan dan 

pelaporan pajak air bawah tanah pada PAM Tirta Karajae sebagai 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

1. Sistem Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah 

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare No.38 Tahun 2011 

besaran pokok Pajak Air Tanah (PAT) dihitung dengan Nilai 

Perolehan Air (NPA) dikalikan dengan tarif sebesar 20% sesuai 

dengan peraturan Walikota Parepare No.4 Tahun 2011. Namun 

masih terdapat kesalahan berupa salah penginputan sehingga 

menyebabkan perhitungan pajak yang terutang tidak tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ame yang 

merupakan karyawan Bagian Umum yang bertanggung jawab atas 

perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) mengatakan bahwa: 

"semenjak nilai meter air berubah dari pihak kantor 

memberikan pelatihan khusus mengenai perhitungan pajak 

air tanah. Kami diberikan pelatihan khusus dengan tujuan 

untuk dibekali dengan pemahaman tentang  

perubahan aturan perhitungan Pajak Air Tanah” 

 

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat 

meminimalisir kesalaan penginputan dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku. 
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Perhitungan Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota 

Parapare selama tahun 2023 adalah sebagai berikut. 

 

(Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Air Tanah) 

(Sumber : Rekap Pajak Air Bawah Tanah PAMTirta Karajae Kota 

Parepare Tahun 2023) 

 

Berdasarkan pada table di atas dapat dilihat perhitungan 

Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare sesuai 

dengan peraturan daerah kota Parepare No. 4 Tahun 2011 Sebesar 

20%. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut diwilayah kota 

Parepare tersebut diselenggarakan dengan masa pajak yaitu satu 

bulan. Contoh perhitungan Pajak Air Tanah di PAM Tirta Karajae 

Kota Parepare pada bulan Januari : 

 

No

. 

 

Masa 

Pajak 

NPA  

Tarif 

 

Pajak 

Terutang (Rp) 
Volume Air 

(m3) 

 

Harga 

Dasar(Rp/m3) 

1. Januari  390.727 125 20% 9,768,175 

2. Februari 374.185 125 20% 9.354.625 

3. Maret 385.423 125 20% 9,635,575 

4. April 348.859 125 20% 8,721,475 

5. Mei 404.194 125 20% 10,104,850 

6. Juni 388.764 125 20% 9,719,100 

7. Juli 392.841 125 20% 9,821,025 

8. Agustus  426.461 125 20% 10,661,525 

9. September 390.165 125 20% 9,754.125 

10. Oktober 387.503 125 20% 9,687,575 

11. November 372.656 125 20% 9,316.400 

12. Desember  395.059 125 20% 9,876.475 

JUMLAH 116,420,925 
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PAM Tirta Karajae Kota Parepare merupakan badan yang 

menggunakan atau memanfaatkan Pajak Air Tanah di Kota Parepare 

dengan jumlah volume air pada bulan Januari Sebesar 390.727 m3 

dengan harga dasar Rp 125, dan tarif yang telah ditetapkan yaitu 

sebesar 20% maka perhitungannya adalah : 

 

 

   Sumber : Data Diolah 

Maka Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare pada masa Januari terutang sebesar Rp 9,768,175 

2. Sistem Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah 

Berdasarkan penetapan dari pemerintah Kota Parepare 

sistem perpajakan yang digunakan pada PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare adalah official assessment system Dimana wajib pajak atau 

badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah 

berkewajiban untuk melaporkan pajak air tanah kepada pemerintah.  

Dalam implementasinya, proses ini melibatkan beberapa 

tahapan penting. Pertama, wajib pajak atau badan terkait harus 

melaporkan volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan secara 

akurat dan tepat waktu kepada pihak berwenang. Laporan ini 

menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan pendataan dan 

pengecekan lebih lanjut. 

Pajak Air Tanah (PAT) = NPA ( volume air x harga dasar ) x tarif 

             = (390.727 x Rp 125) x 20% 

                      = Rp 9,768,175   
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Setelah menerima laporan, pemerintah Kota Parepare akan 

melakukan verifikasi melalui proses pendataan dan pengecekan 

yang komprehensif. Tim khusus dari pemerintah akan melakukan 

inspeksi lapangan, menganalisis data penggunaan air, dan 

memastikan keakuratan informasi yang dilaporkan. Proses ini 

penting untuk memastikan keadilan dalam pengenaan pajak dan 

menjaga kelestarian sumber daya air tanah. 

Berdasarkan hasil pendataan dan pengecekan tersebut, 

pemerintah kemudian akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 

Daerah (SKPD) Pajak Air Tanah. SKPD ini berfungsi sebagai sarana 

resmi untuk penagihan pajak dan mencantumkan rincian jumlah 

pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atau badan terkait. 

3. Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Pada PAM Tirta Karajae 

Kota Parepare Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Chaerul Qadri 

M. Nuh, S.E selaku asisten manajer pengelolaan kas terkait 

pelaporan pajak air tanah mengatakan bahwa: 

“pajak air bawah tanah bisa dikatakan berkontribusi 

terhadap PAD karena kami rutin melapor dan membayar 

Pajak Air Tanah tepat waktu dan kontribusinya kan 

tergantung pada volume pengambilan air tanah dan kami 

menggunakan air tanah dalam volume yang cukup banyak 

jadi pajak yang dibayar juga cukup besar tiap tahunnya” 

 

 Berikut kontribusi Pajak Air Tanah PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare tahun 2022-2023. 
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(Tabel 3. 2 Kontribusi Pajak Air Tanah PAM Tirta  

Karajae Kota Parepare) 

No Tahun Kontribusi Pajak Air Tanah (Rp) 

1 2022 113,644,875 

2 2023 116,420,925 

Jumlah 230,065,800 

   (Sumber : Rekap Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2022-2023  

PAM Tirta Karajae Kota Parepare) 

 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kontribusi 

pajak air bawah tanah PAM Tirta Karajae pada menunjukkan adanya 

peningkatan tahun 2022 sebesar Rp 113,644,875 dan pada tahun 

2023 jumlah ini meningkat menjadi Rp 116,420,925. Meskipun 

peningkatan ini tidak terlalu signifikan, namun tetap menunjukkan 

adanya peningkatan yang positif dalam kontribusi pajak air bawah 

tanah pada PAM Tirta Karajae Kota Parepare terhadap pendapatan 

daerah.  

D. Pembahasan 

1. Perhitungan Pajak Air Bawah Tanah 

 Perhitungan Pajak Air Tanah pada PAM Tirta Karajae telah 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat 

kendala dalam implementasinya yaitu kesalahan dalam penginputan 

perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) yang terutang. Kendala ini 

timbul dikarenakan nilai pengenaan air berubah pada tahun 2023, 

yang berdampak besar pada keakuratan pelaporan pajak. 
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Perhitungan ulang diperlukan karena perubahan ini untuk 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan terbaru. 

 Oleh karena itu, pihak PAM Tirta Karajae mengadakan 

pelatihan khusus yang bertujuan untuk  membekali karyawan 

dengan pemahaman tentang perubahan aturan dalam perhitungan 

pajak air bawah tanah. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan 

dapat mengurangi potensi kesalahan dalam perhitungan pajak serta 

sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang 

berlaku. 

2. Pelaporan Pajak Air Bawah Tanah 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lorina 

Adriani (2023) menunjukkan bahwa sistem pelaporan pada Hotel 

AWS Kota Madiun 2022 tidak sesuai dengan peraturaan daerah Kota 

Madiun Dimana pelaporan pajaknya menggunakan self assessment 

system yang seharusnya menggunakan official assesent system. 

Pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) di PAM Tirta Karajae telah sesuai 

dengan aturan yang berlaku yaitu official assesent system. Hal ini 

dimulai dengan pengukuran jumlah air yang digunakan. Pencatatan 

angka awal meter adalah langkah awal yang dilakukan oleh bagian 

produksi. Pencatatan ini merupakan langkah penting untuk 

mengetahui jumlah air tanah yang digunakan, ini akan menjadi dasar 

perhitungan pajak di masa pajak berikutnya. 
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Setelah data penggunaan air diperoleh, proses selanjutnya 

adalah menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan tarif yang 

berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. Langkah berikutnya 

adalah melaporkan hasil perhitungan ke Badan Pendapatan Daerah. 

Dalam proses ini, data penggunaan air dan perhitungan pajak 

dikirim ke Badan Pendapatan Daerah yang berwenang. Selanjutnya, 

Badan Pendapatan Daerah mengumpulkan data dan mengeluarkan 

SKPD. SKPD ini menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan 

PAM Tirta Karajae Kota Parepare. 

3. Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Meisa Fanima Taufik ((2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak 

air tanah mendaat kriteria yang sangat kurang yaitu kurang dari 

2,5%. Sebagai pengelola utama sumber daya air di Kota Parepare, 

PAM Tirta Karajae Kota Parepare telah memberikan kontribusi yang 

positif bagi Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan air tanah yang 

baik dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi 

daerah. Kontribusi perusahaan ini terhadap Pajak Air Tanah (PAT) 

menunjukkan efisiensi operasionalnya dan banyaknya potensi yang 

masih dapat digali dari sumber daya air tanah. 

Dengan mengoptimalkan pengelolaan air tanah, peluang 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara 
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signifikan sangat besar. Kota Parepare memiliki peluang untuk 

meningkatkan jumlah air bersihnya melalui penggunaan teknologi 

untuk distribusi air serta sistem manajemen yang efektif. Ini akan 

meningkatkan Pajak Air Tanah (PAT) yang dipungut dan 

meningkatkan pendapatan dari penjualan air. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Perhitungan Pajak Air Tanah (PAT) di PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan 

ini didasarkan pada volume air tanah yang diukur dengan benar dan tarif 

yang diterapkan sesuai dengan ketentuan daerah. Namun terdapat kendala 

seperti kesalahan penginputan pada saat perhitungan pajak yang terutang. 

Sistem pelaporan Pajak Air Tanah (PAT) yang digunakan 

menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan yang ada. PAM 

Tirta Karajae Kota Parepare rutin membayar pajak dan melaporkan 

penggunaan air tanah setiap bulannya. Ini ditunjukkan oleh perusahaan 

memenuhi kewajiban pajaknya secara teratur dan tepat waktu.  

PAM Tirta Karajae Kota Parepare menunjukkan bahwa kontribusi 

Pajak Air Tanah (PAT) yang signifikan dan substansial terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air tanah di 

Kota Parepare merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah 

daerah selain memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. 

B. Saran 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang harus diakui. Ketidakmampuan penulis untuk 

menganalisis setiap aspek yang terkait dengan pengelolaan Pajak Air Tanah 

(PAT) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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 Namun demikian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi PAM Tirta Karajae Kota Parepare dan semua pihak yang 

terlibat dalam pengelolaan sumber daya air dan keuangan di daerah tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang lebih 

baik terhadap peningkatan efisiensi dalam pengelolaan Pajak Air Tanah. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis merekomendasikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

 Sebaiknya bagi PAM Tirta Karajae Kota Parepare engembangkan 

program pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang terlibat dalam 

perhitungan dan pelaporan Pajak Air Tanah serta melakukan evaluasi secara 

berkala terhadap penggunaan air tanah dan potensi peningkatan kontribusi 

Pajak air Tanah terhadap Pendapatan asli Daerah. 

Sebaiknya bagi Pemerintah Kota Parepare mengkaji ulang regulasi 

terkait Pajak Air Tanah untuk memastikan keseimbangan antara 

peningkatan Pajak Air Tanah dan keberlanjutan sumber daya air tanah. 

Sebaiknya bagi Peneliti Selanjutnya memperluas cakupan penelitian 

dengan melibatkan perbandingan antar daerah dalam mengelola Pajak Air 

Tanah dan melakukan analisis jangka panjang kontribusi Pajak Air Tanah 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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LAMPIRAN 1 

Surat Izin meneliti (PTSP Provinsi sulsel) 
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Surat Izin Penelitian (DPMPTSP Parepare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Izin Meneliti (PAM Tirta Karajae Kota Parepare) 
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Surat Izin Meneliti (PAM Tirta Karajae Kota Parepare) 
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LAMPIRAN 2 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 3 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 
Wawancara Kepada Bapak Chaerul Qadri M. Nuh, SE  

(Asisten Manajer Pengelolaan Kas) 

 

No Pertanyaan  Jawaban 

1 Bagaimana proses perhitungan 

dan pelaporan Pajak Air Tanah 

yang dilakukan? 

Jadi untuk perhitungannya itu yang 

melakukan adalah bagian umum. Sedangkan 

untuk pelaporan Pajak Air Tanah dilakukan 

setelah mengukur penggunaan air atau yang 

biasa disebut angka awal meter yang 

dilakukan oleh bagian produksi kemudian 

DPP dan Tarifnya disesuaikan dengan aturan 

pemerintah yang berlaku. Setelah itu 

dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah 

yang kemudian dibuatkan SKPD 

2 Apakah pajak air tanah 

berkontribusi terhadap 

pendapatan asli daerah? 

pajak air bawah tanah bisa dikatakan 

berkontribusi terhadap PAD karena kami 

rutin melapor dan membayar Pajak Air Tanah 

tepat waktu dan kontribusinya kan tergantung 

pada volume pengambilan air tanah dan kami 

menggunakan air tanah dalam volume yang 

cukup banyak jadi pajak yang dibayar juga 

cukup besar tiap tahunnya. 
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3 Sistem perpajakan seperti apa 

yang digunakan? 

Data penggunaan air tanahnya kan dari kami 

yang kemudian diserahkan ke badan 

Pendapatan Daerah kemudian mereka 

membuat SKPD dan airnya kami gunakan 

terlebih dahulu dibulan berikutnya kemudian 

dibayar. Misal pemakaian air dibulan januari, 

februari pembayarannya. 

 

 

Wawancara Kepada Ibu Ame  

(Karyawan Bagian Umum) 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah ada kendala yang 

dihadapi selama proses 

perhitungan pajak air tanah? 

Untuk kendala terkadang mengalami salah 

penginputan jumlah volume air. Dan tahun 

2023-2024 nilai meter airnya berubah 

2. Bagaimana cara mengatasi 

kendala tersebut? 

Cara mengatasi kendala tersebut tentunya 

dengan melakukan perhitungan kembali dan 

pengecekan yang berulang agar kesalahan 

tidak terjadi 

3 Apakah ada pelatihan khusus 

mengenai perhitungan Pajak 

Air Tanah bagi karyawan? 

semenjak nilai meter air berubah dari pihak 

kantor memberikan pelatihan khusus 

mengenai perhitungan pajak air tanah. Kami 

diberikan pelatihan khusus dengan tujuan 

untuk dibekali dengan pemahaman tentang 
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perubahan aturan perhitungan Pajak Air 

Tanah. 
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LAMPIRAN 4 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 1 

Wawancara bersama Bapak Chaerul Qadri M. Nuh, SE (Asisten Manajer Bidang 

Pengelolaan Kas PAM Tirta Karajae Kota Parepare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan Gambar 2 

Wawancara bersama Ibu Ame (Karyawan bagian Umum PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare) 
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Keterangan Gambar 3  

Foto Bersama Ibu Ame (Karyawan bidang Umum PAM Tirta Karajae Kota 

Parepare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar 4 

Foto Bersama Pak Sapri Asmen (Asisten Manajer PDE & Pajak PAM Tirta 

Karajae Kota Parepare) 
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LAMPIRAN 4 

DATA-DATA PENELITIAN 

1. Rekap Pajak Tahun 2023 
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2. Rekap Pajak Tahun 2022 
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3. Nota Permintaan Pembayaran Bulan Januari 2023 
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LAMPIRAN 5 

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI 
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